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 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

 Pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) 

memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 

Bappelitbangda bertugas untuk mengoordinasikan penyusunan berbagai 

rencana pembangunan, mulai dari RPJMD, RPJPD, hingga RKPD, sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, termasuk Permendagri No. 86 Tahun 2017.  

 Kedua, Permendagri No. 86 Tahun 2017 memberikan panduan yang rinci 

mengenai tata cara perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) 

bertanggung jawab dalam mengikuti proses tersebut secara sistematis dan 

terstruktur.  

  Ketiga, Dalam dalam fiqh siyāsah, prinsip keadilan, kesejahteraan, dan 

keberlanjutan pembangunan daerah menjadi fokus utama. Permendagri No. 86 

Tahun 2017 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tugas dan 

tanggung jawab Bappelitbangda dalam memastikan rencana pembangunan 

sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.  

B. Saran  

 Dari hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masukan 

untuk pihak-pihak yang bersangkutan dalam partisipasi masyarakat dalaam 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon dalam perspektif 

fiqh siyasah, hal ini bertujuan agar dapat dijadikan rekomendasi kedepannya. 

Maka penulis mengemukakam beberapa saran, adapun diantaranya sebagai 

berikut: 
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1. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat: Perencanaan pembangunan 

yang partisipatif memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan 

pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk terus 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan, serta menyediakan platform yang memudahkan mereka 

untuk memberikan masukan dan umpan balik. 

2. Memperkuat Koordinasi Antarinstansi: Koordinasi yang baik antara 

Bappelitbangda, lembaga pemerintah daerah lainnya, dan berbagai 

pemangku kepentingan sangat penting untuk menjamin kesinambungan 

dan keberhasilan perencanaan pembangunan. Diperlukan mekanisme 

komunikasi dan koordinasi yang efektif antarinstansi untuk memastikan 

bahwa semua pihak terlibat dan berkontribusi secara optimal. 

3. Mengoptimalkan Penggunaan Data dan Analisis: Pendekatan 

teknokratis yang didasarkan pada data dan analisis yang akurat sangat 

penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang 

efektif. Oleh karena itu, perlu terus meningkatkan kapasitas dan 

kemampuan dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang 

relevan untuk mendukung proses perencanaan. 

4. Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas: Prinsip-prinsip good 

governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi harus 

dijunjung tinggi dalam setiap tahapan perencanaan. Pemerintah daerah 

harus terbuka dan jujur tentang kebijakan dan keputusan yang diambil, 

serta siap bertanggung jawab atas pelaksanaannya. 

5. Mendorong Inovasi dan Pengembangan Kapasitas: Selain mematuhi 

ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, penting untuk terus 

mendorong inovasi dalam perencanaan pembangunan. Hal ini mencakup 

pengembangan kapasitas dan kemampuan SDM terkait dengan 

perencanaan dan implementasi kebijakan, serta penerapan teknologi yang 

relevan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perencanaan. 

6. Memastikan Konsistensi dan Kehandalan Dokumen Perencanaan: 

Dokumen perencanaan seperti RPJMD haruslah konsisten, komprehensif, 

dan dapat diandalkan sebagai panduan bagi pembangunan daerah. Oleh 
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karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa dokumen tersebut 

disusun dengan seksama, memperhitungkan semua aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan secara 

menyeluruh. 

 Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan proses 

perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi lebih inklusif, responsif, dan 

berkelanjutan, serta mampu menciptakan dampak positif yang nyata bagi 

masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


